PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR }&e TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 72 TAHUN 2008 - B
TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA |

Menimbang

Mengingat

RUMAH SAKIT JIWA PROVINST

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

bahwa berdasarkan Peraturan -Gubernur. Nomer 72 :_
Tahun 2008 telah ditetapkan Tugas Pokek, Fungm dan-. S

Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi; é
bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Menterz Dalam

Negeri Nomor : 061/4212/0TDA tanggal 28 Juni 2021,
telah disetujui Perubahan Status dan Nomenklatur RSJD: -~
Sungai Bangkong menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) .
Klinik Utama Provinsi Kalimantan Barat, dengan T1pe_-

Kelas A;

bahwa untuk menmgkatkan efektzwtas peiaksanaan R
pelayanan  penyalahgunaan 'NAPZA, . :maka perhl“
dilakukan penyesuaian = dan -perubahan . terhadap =
Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2008 tentang
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa .=

Provinsi dengan menambahkan — f urigsi.  pelayzanan |
penyalahgunaan NAPZA pada Rmnah Sakit_ff "_Jiwa_*_s_ L

Provinsi;

bahwa  berdasarkan perﬁmbangah : sebagaxmana i

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan hurof'd, '

perlu  menetapkan  Peraturan '~ Gubernur. - tentang'

Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nomor 70 Tahun‘ -
2008 tentang Tugas Pokok, F‘ungm dan Tata Kema Rumah N

Sakit Jiwa Provinsi;

Pasal 18 ayat (16) Undang- Undang Dasar Negara'.'jl_zlj )

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 'I‘ahun 1956 ‘tentang L
Pembentukan — Daerah-Daerah = Otonom ~ Provinsi = =~
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan =

Timur (Lembaran Negara Repubhk Indones:ta Tahun 1956'_.-' L 2
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Repubhk_ Lot

Indonesia Nomor 1106);
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10.

Undang-Undang Nomor 36 _-__Taﬁux; 2009 tentang .

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia’ Tahun §
2009 Nomor 144, Tambahan Lembalan Negara Repubm{_:'j SHRSE

Indonesia Nomor 5036);

Undang-Undang Nomor 44 ’I‘ahun 2009 tentang Rumah_'f SR
Sakit (Lembaran Negara Republik Indanesia Tahun 2009 -
Nomor 153, Tamibahan Lembal an’ Negara Repubhk--;

Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ten’tang Aparaturz-
Sipil Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia: Ta.hun‘_'_- e
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaraﬂ Negara Repubhk:'_fg.'-f.-:-::

Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tema;n'g 1  ': '_
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara ~Republik -~
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tam’bahaﬁ Lembajan;"' -

Negara Republik Indonesm No:mor 5687) sebagaiman___
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undanb-' :

Undang Nomor 11 Tahun 2020 teﬁtang Czpta Ker 3a-_"_.'-
(Lembaran Negara Republik Indonesm Tahui' 2020+ Nomor iy
245, Tambahan Lembaran - Negara Repubhk Indonema*_"f_l_f’

Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2{}14 tenta:ag Tenaga'- a0
Kesehatan (Lembaran Nega;a Repubhk Indenesza ‘Tahun Ghiaee
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaian Negara Repubhk'j:{ e

Indonesia Nomor 5607);

Peraturan Pemerintah Nomor | 18 Ta;hun 2016 tentang-;:_{-._"ff-'_*':-__;

Perangkat Daerah (Lembaraﬁ Negara Repubhk Indonesmff”f
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negar a
Republik Indonesia Nomor 5887} sebaga}mana telah
diubah dengan Peraturan- Pemermtah Nomor 72 Taht,m".;._ﬁ
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pernermtah i

Nomor 18 Tahun 2016 ten*caﬁg Perangkat Daelah'
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomorf
187, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesrtaf
Nomor 6402); '

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 ientangfa_ff :3_:-_::-;
Fasilitas Pelayanan Kesehataﬂ (Lembax aﬁ

Lembaran Negara Republik Ind_(‘mesm Nomor 5942) S
Peraturan Pemerintah Nomm‘ 11 Tahun 2017 ‘tentangi o

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembalan Negal A o
Republik Indonesia Tahun 2017 Nemm“ .63, Tambahaﬁ_j_ o :
Lembaran Negara Republik - Indanesm Nomor__ 5037)-:'_
sebagaimana telah diubah dengan: Pera‘curan Pememntahff';'-
Nomor 17 Tahun 2020 tentang. Perubahan Atas Peratur an‘_ i
Pemenniah Nomor 11 Tahun 201? ten‘i.a:ﬁg Mana Jemen e

ABIBTEN I SEHDA
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Menetapkan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor . 72 Tahun :. 2008 i
tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Rumah Salat Jiwa Prova}.-:: SR
(Berita. Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 72) dlubah.-' j. foer |

i1,

12.

13.

14.

-3-

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara. ~Republik =

Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor '79 ’I‘ahun 2018 e

tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berzta Negara'-'iz
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213),

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 o

tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit- (Berlta. L

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21) _
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang' |

Pembentukan dan Susunan Peranbka‘t Daerah ‘Provinsi -
Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan - SERE
Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran-.}--:'_-_:__-:'."-f-
Daerah Provinsi Kalimantan Barat _Nom_o_r_ 6) _sebaga;mana"f o
telah diubah beberapa kali dan - terakhir ~dengan. - .
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 ‘teﬁiahg‘”-.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Dael ah Nomm 8 Tahml e

2016 tentang Pembentukan dan - Susunaﬂ Perangkat

Daerah Provinsi Kalimantan Barat {L@mbaran Da@l‘ahf'_ e

Provinsi Kalimantan Barat Tahun - 2021 Nomor B :

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kahmantan Barai Lol

Nomor 3};

Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2008 'terri:anﬁ;..I_{i .
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Salat Jiwa oo
Provinsi (Berita Daerah Provinsi Kahmantan Barai Tahun- SR

2008 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG - PERUBAHAN ATAS'_‘_Q;;‘-; S
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG = -
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT,___,'

JIWA PROVINSI,

sebagai berikut :

1.

Ketentuan angka 3 Pasal 1 diubah dan anglﬂ 5 d1hapus ".'se.'i*'i'a:_ s
ditambahkan 9 {sembilan) angka yakni angka 12, angka 13, angka 14, .
angka 15, angka 16, angka 17, angka 18 dan angka 19 sehmgga Pasal 1

Pasal I

berbunyi sebagal bemkut

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengaﬁ T

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.

.
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2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraaﬁ uwrusan pemermtahan’ L
oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut’ | i
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prmszp otonomi  seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik' Indonesza : 1
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik T R B
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur '-peiiy'eiéllggara' e . ':
Pemerintahan  Daerah yang memimpin -?ﬁlaksfaﬁaan‘" u'fusan- e
pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat. =

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
dihapus

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat

Noo A

Rumah Saldt Jiwa Provinsi adalah Rumah Sakit Jiwa Provinsi - -
Kalimantan Barat. _ c

8. Direktur adalah Direktur Rumah Salkit Jiwa Pi*m}iﬁsi.:--f-i e -:':_' f e
9. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Rumah Sakit Jiﬁva-?mvinsi

10.Paramedis Fungsional adalah paramedis perawat/bzdan dan non:f
perawat/non bidan yang bertugas pada " mstanm cialam jabatan-fr s
fungsional, TR .

11.Tenaga Non Medis adalah tenaga yang bertugas d1 bidang pelayanan-i
khusus dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap*__} s
pasien.

12 Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdman dm daiam' L i
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ke‘terampﬁan'f
melalul pendidikan di bidang kesehatan yang untuk _]en:is ierten‘tu
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan e

13 Kesehatan Jiwa adalah suatu kondisi mental yang segah‘teia yanﬁ_"___:
memungKinkan hidup harmonis dan: produktlf sebagal baglan yang:

utuh dari kualitas hidup seseorang dengan m&mpex hat:{kaﬁ semua :ssegI
manusia. : =

14.Gangguan Jiwa adalah suatu per ubah&_n pada ﬁmgm Jiwa yaﬁg.f_'
menyebabkan ganguan jiwa, menimbulkan pendemtaan pada 1nd1v1c1u
dan atau hambatan dalam melaksanakan peran soszalnya f S

15. Gangguan Jiwa Ringan adalah pembahan fungsi: kesehatan lea sepem.
depresi ringan, perasaan cemas atau pada tahap awal berupa gangguan_' S
awal kepribadian antisosial. - o :

16.Narkotika adalah zat atau obat yang berasa} dam tanaman atau bukarz "
tanaman, baik sintetis maupun semismieus ya;:lg (iapat mel’iyebabkan_f:g - _:
penurunan atau pembahan kesadaran, hil g@gym:a rasa mengurangi L
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sampai menghilangkan rasa nyeri dan dap'ai memmbulk&n S

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golm‘lgan-oﬁlongan

17.Pecandu  Narkotika adalah orang yang menggunakan _-at&ﬁ’ G
menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada o

Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

18 Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang dztandal oleh d01 ongan' L ¥
untuk menggunakan Narkotika secara tems~menerus dengan takal an" o
yang meningkat agar menghasilkan efek yang- sama dan apabﬂa' S
penggunaannya dikurangi dan/atau dxhenukan secara t1'ba tzba

menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

19.Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkottka_..;_fi__

tanpa hak atau melawan hukum.

20.NAPZA adalah akronim dari narkotika, pszkotroplka dan .zat ad1kt1f o i
lainnya adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhl kondlsl';__ ol

kejiwaan/psikologis seseorang (piliran; perasaan dan penlaku) serta_;-_
dapat menimbulkan ketergantungan fisilk dan: psﬂqoiogls '

21.Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah- maupun smietls bukaﬂ
Narkotika berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh- seiektlf pada susun”m ¢

syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada al;:tzﬁtas memal _: s
dan perilaku. ' '

22.Zat Adiktif lainnya adalah zat atau bahan la_nmya yaﬂg bukan : |
narkotika/psikotropik a yang mempunyai pengaruh pada kerja otaL dan':_ s

bisa menimbulkan ketergantungan.

Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbuny1 sebagaz bemkut
Pasal 2

(1) Rumah Sakit Jiwa Provinsi mempunyai - tugas melaksanakan : :;_'-
perumusan dan penetapan kebijakan tekms serta’ mefiaksanakan._'__:'-;-_:_ :
pelayanan di bidang kesehatan jiwa yang mehputl pencegahan,

penyembuhan, pemulihan dan melaksanakan upaya rujukan ‘serta

melaksanakan pelayanan penyalahgunaan NAPZA sesuau denga_n S

lingkup tugasnya.

(2) Rumah Sakit Jiwa Provinsi dipimpin oleh’ seorang Dzrektur yﬁﬁo‘
berkedudukan dibawah dan ber tanggung;awab kepada Gubemur S

melalui Sekretaris Daerah.

Ketentuan Pasal 3 huruf ¢ diubah, sehingga berbunyi sebageu berikut
Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 aya‘i: (1)
Rumah Sakit Jiwa Provinsi mempunyai fungsi: - '

a. penyusunan program kerja Rumah Sakit Jiwa Proiﬁzﬁ_gi;ﬁ o o

HARD PREEANGILAT DAERAH
HUBUM FHIREANAR A
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b. penyusunan perumusan dan penetapan kebijakan teknis di :_bidah:g' SRS

pelayanan, keperawatan, dan penunjang;

¢. penyusunan petunjuk operasional dan pelaksanaan 1{egzatan i bldaﬁg :

pelayanan yang meliputi pelayanan medik, pelayaﬁan umum dan g1g1

serta pelayanan penyalahgunaan NAPZA;

d. penyusunan petunjuk operasional dan pelaksanaan - ke‘giaﬁan' di- bitian’g (N

keperawatan yang meliputi perawatan, serta prasarana dan sarana
perawatan; _

e. penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan - di 'bidang ﬁjeﬁuﬁ jang - FIRES
yvang meliputi penunjang medik, non medik dan rekam med1k ser‘ta S R

pendidikan, penelitian, dan pengembangan;
f. pelaksanaan pelayanan rujukarn; o
g pelaksanaan pembinaan pelayanan dan asuban keperawatan;

h. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, dan asset serta .
urusan umum di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Provinsi; .

i. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan téfha a ap ;;
pelaksanaan tugas di bidang Rumah Sakit Jiwa; dan RN

J. pelaksanaan tugas lainnya di bidang Rumah Sakit lea yang dlserahkan
oleh Gubernur, _

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:’ |
Pasal 8

Bidang Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan j koord11’1as1 -
memberikan petunjuk dan bimbingan teknis di bidang pelayanan medﬂ{ SRR b

Pelayanan umum dan gigi, pelayanan penyaiahgunaan NAPZA serta

melakukan pemantauan dan pengendalian penemmaan serta pemulang ’dh'__ | N
pasien pada unit-unit pelaksana teknis fungsional di hngkungan Rumah?

Sakit Jiwa Provinsi.

Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai bemkut
Pasal O '

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 8 Bldang ':_': St

Pelayanan mempunyai f ungsi:

a. penyusunan dan pelaksanaan program kerja di Bzdang Peiayanan |

b. pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan petunguk: ‘teknis di- bldang

pelayanan medik yang meliputi pelay/anan’ medik 111171‘& mural dan'-_.:f' : :3_-'

pelayanan medik ekstra mural;

c. pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan pemnjuk ‘tekms {}1 badang B

pelayanan umum dan gigi;

d. pelaksanaan pelayanan kegiatan di bidang pelayanan medlk, i

¢. pelaksanaan pelayanan kegiatan di bidang pelayanan peﬂyalahgunaan.. ) o

NAPZA;

ARG PERA T UAERA
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f. pelaksanaan pelayanan kegiatan di bidang p@la'ya'nan umuﬁi-déngigi;l. .

pengkoordinasian dan pengendalian di bidang pelayanan;

o

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di o i
Bidang Pelayanan; dan

i pelaksanan tugas lain di Bidang Pelayanan yang diserahkan oleh Wakﬂ' e
Direktur I sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai ber ﬂiut
Pasal 11

Seksi Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam- Pasal 10 ayat (1) -

huruf a, mempunyai tugas melaksanakan p@ngumpulaﬁ daﬁ pengalahan?' o

bahan penyusunan petunjuk teknis, penyusunan rencana keglataﬂ O
monitoring, pengendalian dan evaluasi, serta pe}apc)ran ?elaks anaan : £h
pelayanan medik yang meliputi pelayanan medzk pengobatan pada umt—' '

unit pelaksana fungsional dan pelayanan medik: pencegahan, promouf danf;'

pelayanan kesehatan masyarakat serta pelayana:n penya}ahgunaan NAPZA o

7. Ketentuan ayat (4) Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagaz bemku‘c
Pasal 42

(1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf 3 _merupakan umi.- 8
penyelenggara pelayanan fungsional Rumah Sakit lea Provmsz '

{2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jaba‘i:an fungsxonal yang :
diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Direlctur. - Pl :

(3) Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan_--f : .:_
pelayanan fungsional sesuai dengan fungsinya secara: 1a_ngsung dengan_-’f_’ e
memanfaatkan sumber daya yang ada secara. ef aktif dem efi ls1en ' '

{4) Instalasi-instalasi pelayanan di lingkungan Rumah Sakrt lea P1 ovms1 _' o
terdiri dari: . A

a. Instalasi Gawat Darurat;
b. Instalasi Rawat Jalan;

c. lnstalasz Rawat Inap;

o

Instalasi Gangguan Mental Organik (GMO) dan Perawatan Intenszf
(Ruang Perawatan Umum);

Instalasi Rehabilitasi Mental;
Instalasi Rehabilitasi NAPZA;

Instalasi Promosi Kesehatan Jiwa Rumah Salit (PKJRS)
Instalasi Gigi dan Mulut; '
Instalasi Elektromedik;

= N U

[

Instalasi Laboratorium:

7

Lt
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k. Instalasi Farmasi,

[y
+

Instalasi Higiene dan Sanitas;

. Instalasi Rehab Medik Fisioterapi;
Instalasi Forensik;
Instalasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);

Instalasi Dapur Gizi;

Q'8 o 58

Instalasi Pemeliharaan Sarana & Prasarana'ﬁumah Salﬂt (iPSRS)"

>

Instalasi Laundry;
Instalasi Pemulasaran Jenazah;

t. Instalasi Psikologi;

u. Instalasi Rekam Medis; dan

v. Instalasi Perpustakaan dan Kearsipan.

8. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga ber buny1 sebagal bemkut
Pasal 43 :

(1) Instalasi Gawat Darurat sebagaimana dﬁnaksud dalam Pasal 42 ayat S SRt
() huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan terhadap”--fff -
pasien rawat jalan setelah jam dinas pagi-dan pasien rawat. map yang:-f_::"
gawat dan memerlukan penanganan khusus dan mi:ens:tf i

(2) Instalasi Rawat Jalan sebagaimana dlmaksud daiam Pasal 42 ayat (4) ';T_
huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan rawat Jalan e
meliputi pencegahan, penyembuhan, keperawatan psﬂ{otm ap1 dan S
rujukan. S S

(3) Instalasi Rawat Inap sebagaimana dlmaksud da}am Pasal 42 ayai (4)
huruf ¢, mempunyai tugas melaksanakan pe}.ayanaﬂ penyembuhan'f
pasien rawat inap dengan pelaksanaan pelayanaﬂ mechk pelayananf- o
keperawatan, pelayanan penunjang dan peiayanaﬁ rujukan e o

(4) Instalasi Gangguan Mental Organik (GMO) dan’ Pemwatan Intenslf
(RPU) sebagaimana dimaksud dalam Pagal 42 ayat (¢ ) Izuruf i
mempunyai tugas melaksanakan peiayanan penyembuhan paszen 31Warj__:
yang disebabkan gangguan organ tubuh mzsalnya Epﬂep51 Tyaumﬁ_-_z. o
Capitis dan lain-lain anggota badan. | R

(5) Instalasi Rehabilitasi Mental sebagaimiana dzmaksud dalam Pasai 42':_ T
ayat (4) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan- e
pemulihan dengan melalui kegiatan pembmaan kerohamarl e
pembinaan olahraga, pembinaan ket&rampﬂan (men;alnt periukaﬂgan;f
pertanian dan perkebunan) dan pembinaan budaya dan keseman

(6) Instalasi Rehabilitasi NAPZA sebagaimana dﬂnaksud dalam Pasal 42._ '.
ayat (4) huwruf f, mempunyai tugas melaksanakan perawatarz danjf'-._ g
rehabilitasi pasien dengan penyalahgunaan NAPZA : S

HAHG TERAMST AT DABRNE
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(7)  Instalasi Promosi Kesehatan Jiwa Rumah Salat (PKJRS) sebagalmana* o |
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) hwuf g, mempunyal tugas-- -3 o uE
melaksanakan program dalam upaya menanggulangi - masalah RS
kesehatan jiwa di masyarakat, upaya ditempuh’ dengan melaluz_'_ﬁ' '
kegiatan promosi dan prevensi, integrasi pelayaﬂan kese’hatan ﬁwa' T
serta membangun kerjasama dengan Imtas Sektor /kemltraan c:h T
bidang kesehatan jiwa. : S

(8) Instalasi Gigi dan Mulut sebagaimana d;maksud dalam Pasa1 42 ayat_::_'.;;- L
(4) huruf h, mempunyai tugas meiaksanakan peiayanan terhadap";{ﬁ.
pasien umum dan gigi baik rawatjalan maupun 1“awat map :

(9) Instalasi Elektromedik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4«2 ayat (4)
huruf i, mempunyai tugas melaksanakan peiayaﬂan terhadap paszean'-‘-;f L
rawat jalan dan rawat inap yang memerlukan  tindakan ‘medik, =
rehabilitasi medik seperti ECT, EEG, ‘EKG, Brain M apping,: Ps:kot@ramf s
dan lain-lain. 2

(10) Instalasi Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat G ]._-: R E
huruf j, mempunyai tugas melaksanakan peiayanan terhadap pasien
rawat jalan dan rawat inap  yang melakukan pemenksaan:
Laboratorium (darah, faeces, air seni) sebagai penun Jang daagnose :

(11) Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dalam’ Pasal 42" ayat (4) SR
huruf k, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan faz'masz yangsoo
meliputi pengumpulan data  farmasi,: penyusunan mncana{ e
pengendalian serta evaluasi tentang farfiasi (obat—obatan dan aiati L
kesehatan) sesuai dengan kebutuhan mmah sakit.

(12) Instalasi Higiene dan Sanitasi Sebagalmana d1maksud dalam Pasal 42;
ayat {4) huruf I, mempunyai tugas meiakgaﬂakan pelayanan;f
memantau kesehatan dan kebersihan lmgkungan ‘yang - meliputi:’”
pengumpulan data, perencanaan dan . eValua31 kesehatan dan?"}
kebersihan lingkungan. : R

(13} Instalasi Rehab Medik Fisioterapi sebacramana dimaksud daliam Pasal_ &
42 ayat (4) huruf m, mempunyai tugas- melaksanakan pelayanan
kesehatan yang meliputi promotif, - pencegahan peng obatan ‘dan
rehabilitasi medik melalui pendekatan medis, pszkosomal edukaszonal S
dan vocasional, untuk mencapai kemampuan funasmnaj Seoptlmafi S
mungkin. : S

(14) Instalasi Forensik sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 42 ayat ( yoi
huruf n, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehaian S
kedokteran forensik berkaitan dengan pemeriksaan kasus' hukum_-.__';- b
pada pasien gangguan jiwa sébagai bahan vahan bukti pe&ngadﬂan

(15) Instalasi Keselamatan dan Kesehatan . Kerja Rumah Sakit” (KSRS)'S Bl
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf g mempunyai
tugas melaksanakan manajemen resiko rumah sakit, keselamatan dan’
keamanan rumah sakit, pelayanan keschatan kerga pengelolaan' i
bahan berbahaya dan beracun (B3) dari aspek ‘keselamatan dan_
kesehatan kerja, pencegahan dan pengendahan kebakaran,3"- o
pengelolaan prasarana rumah sakit dari aspek keselamatan dan -
kesehatan kerja, pengelolaan peralatan medis dari- a,spek keseiamatan"{f'_'-._'-. i
dan kesehatan kerja, dan kesiapsiagaan menghadapz Londml darura‘ti-if
atau bencana : '

RARG FRAMILAT BAERAR
ﬁ‘i?%t}?ﬁ T e

o

ASIGTEN I | - &mEDA b




(16)

(17)

(20)

(21)

(22)
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Instalasi Dapur Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasai"__42 ay_at"_(ét»)' B

huraf m, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan makanan paéien“ T

yvang meliputi perencanaan kebutuhan, pengolahan - serta evaluasu ;
kebutuhan bahan makanan pasien rumah saldit.

Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana. Rumah_'-":Sékit'._ 5_ .
sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) huruf n, - '

mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data . sarana,
perencanaan kebutuhan sarana, pemeliharaan serta’evaluasi sarana
di rumah sakit. B

Instalasi Laundry sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4)' R

huruf o, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan keberszhan lmf-m
meliputi pencucian, pengeringan dan perapian bahan linen pasmn -

Instalasi Pemulasaran Jenazah sebagaimana dimaksud dalam pasal .

42 ayat (4) huruf s, mempunyai tugas melaksanakar pelayan At R

memelihara jenazah baik jenazah dari’ dalam’ maupun darl Tuar 1umah‘

sakit, perawat jenazah yang diberikan = meliputi memand1kal"1 G
mengkafani serta melaksanakan koordinasi dengan - keluarga maupun o :
instansi lain dengan tujuan agar jenazah: siap dibawa pulang oleh BT N

pihak keluarga atau yayasan.

Instalasi Psikologi sebagaimana dimaksud - dalam pasal 42 ayat (4) S )
huruf t, mempunyai tugas melalisanakan pelayanan pSlkologl Sebagal'E__'ﬁ g
upaya mengoptimalkan kemampuan dan - mencegah ’cerj}admya' S
dampak buruk dari diri pribadi dengan keadzatan pelayanan test' ,j:: ol
individual, training, konsultasi psikologi - baik mternal maLIpun__.

exsternal.

Instalasi Rekam Medis sebagaimana dimaksud dalam pasai 42 ayat (4) P
huruf u, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehata.n '_
menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan rekam wmedis S
dan pemantauan mutu rekam medis di seliruh unit pel&ya:aan Serta--:f __
menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan adm131 pas1en' et

rawat jalan maupun pasien rawat inap.

Instalasi Perpustakaan dan Kearsipan sebagalmana d1maksud dalam':;'_
pasal 42 ayat (4) huruf v, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan e

perpustakaan dan kearsipan rumah salkit.

Jumlah dan jenis Instalasi disesuaikan deﬁg'm 'kebﬁﬂthaji: ' dé"n.-:__: i
kemampuan Rumah Sakit Jiwa Provinsi dan” perubahannya e
ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuaz dengan ketentur—m_ R

peraturan perundang-undangan.

HARLE { PEEANGRAT TARRAM
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Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.. _ e
Agar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan = - -
Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita - Daerah
Provinsi Kalimantan Barat. _

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal % lwly 2021 S
§ CUBERNUR KALIMANTAN .BARATM& :

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH
FROVINST KALIMANTAN BARAT,

& vy
: 7
e
SUKALIMAN __
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR \'_éfé" i




